MENTERY PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MEM ERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 47/Permentan/SR. 310/12/2017
 TENTANG -
ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGH
PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
 TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA .

MENTERT PERTANIAN REPUISLIK !NDONESIA,

Menimbang  © a.. bahwa dalam ra.ragkzsi mewujudkan kelahanan pz'\lng:au‘a
nasional dilakukan ‘j:uenarﬁl*)ahan fuas arcal tanam
baru; . |

b. bahwa pupuk sangal berperan penting dalame
‘pe_n_ingkaian prddukl,.ivil,as dan produksi komoditos
perténian; | | . |
‘¢.  bahwa agm p(,nudpan pemupukarn berimbang, olch
pelant dcmat ber; d,hn opuimal, diperlukan kebijuka
subsidi pupuk; |
d. bahwa . bc‘:rda.sarkah pertimbangan  sebagainning
dimaksud dalam huruf a, h‘uruf b, dan huruf ¢Lonert
menetapkan Peraturan - M(’meﬁ. Pertanian entang
_Alokdm dan Hargq fceran TezL:rmqn Pupulk BusL I

Untuk Sckror P(,rtwu i Tahun Angs;cnan 2018;

Mengingat ;1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem
Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik
Indom,sm Tahun 1992 Nomor 46, Tcll"]bdhdl! Loemhas

Negara R( pubhk Indonesia N{)mm 34 Ib)
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Undang-Undang Nllomo_r 17 Tahun 2003 i'cz'a{;n'i;{
I(éuéngah Negara (Lembaran Negara - Repulbilin
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47‘, Tambahan Lemba :-n.l )
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 19 Tahtin 2003 tentang Badas:
Usaha Milik 'Ncgeira (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembara

Negara Republik Indonesia Nomor 4297)

'U‘ndang—Undang Nomor 1 Tahun 2004  tentang

Perbendaharaan Negara {Lembaran Negara Republis
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembparan
Negara Republik 'Indoncsia Nomor 4355);
Undang—Undang Nomor 16 Taihun 2006 tentang Sislu?n":
Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kchutes parn
(Lembaran Negara Republik indonesia"l‘ahqn 2006
Nomor 92, | Tambahan ‘Lembarén Negara Repulxlik
Indonesia Nomor 4660); | |

Undang—'Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentany
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelaniuton

(Lem'baran ‘Negara Republik Indonesia Tahupm 2004

Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republil |

Indonesia Nomor 5068);

Un_dang—.Uﬂdang Nomor ‘18 Tahun 2012 tentang

‘Pangan  (Lembaran  Negara  Republik Indonesic

Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Nogura
Repubhk Indonesia Nomor 5360); |

UndangrUndang- Nomor 19 . ’Idhun 2013 ten mw;
Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lermbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 171,
Tambahan _Lemb‘arén' Negara Republik  Indonesi
Nomor 5433); . _

Undang-Undang Nomor 23 _Ta‘hun. 2014 tenuay

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara - Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor &S587
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11,

12.

13.

14,

15.

3.

schagaimana tclah beberapa kali diubah  terakiir

~dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 teniane

Perubahan 'Ked_ua Atas Undang—Umdang Nomor w3
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran
Negara Republik'_lnclonesia Tahun 2015 Nomor ﬁ“
Tambahan Lembaran Ncgalfa Republik  Indones::
Nomor 5679); -

Undang—_Uhdang Nomor 13 Tahun 2017 tentane
Anggaran ‘Pendapatan dan Belanja Negara Tahiu:
Al-nggaran 2018 (Lembaran Negara Republik ndonesis .

Tahun 2016 Nomor 233, Tambahan Lcm_bamﬁ Negin

' Republik Indonesia Nomor 6138);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentany
nguk Bﬁldiclaya,'f‘anaman (lLe.mbaran Negara Republil
Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lemsba o
Negara Republik Indonesia Nomor 4079);

Peraturan Pemerintah Nomor (38-T51hL'in 2007 tenweny
Pembagian Uruéan Pemerintahan Antara Pemerindadi.
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemeriniaho
Dacrah Kabupa.tcn/ Kota (Lcmbaran Negara Rc;iz‘.‘;lil=:
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemcrintah Nomor 18 Tahun 2010 tenteing

Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Repubiiy

Indonesia Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5106},

‘Peraturan Presiden Nomor 77 Tahuni 2005 tenang

Penctapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Deluis
Pengawasan SBbagaimana t@élah' diubah deagan
Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tento.
Perubahan atas Peraturan Presiden. Nomor 77 Tulivr
2005, tentan'g_ Pc—:.netapan. Pupuk Bersubsidi Sebaga
Barang Dalam Pengawasan; |

Peraturan Présid(—:n Nomor 7 Tahun 2015 wentany
Organisasi Kementerian Negara {(Lembaran Negoyo

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8J;



16.

A7,

18.

19.

20.

21

22.

23.

24.
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Peraturan Presiden Nom()r. 45 Tahun 2015 tontar

‘Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republils

Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);

_KEputusén Menteri Perindustrién dan Perdagnne:
Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 Lehtwﬁg Kétem.u::;: s
Tata Cara .Pcngawasa'n Baraﬁg dan atau Jusa vagse
BCredar di Pasar; | | -

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentar/ -
OT.140/4 /2007 tentang Rcko_mendasj Pemunptikai i,
P dan K Pada Padi Séwah Spesiﬁ.k Lokasi;

Peraturan M'enteri | Keuangan - N
QSO/PMK.OS/QO 10 tentang Tatacara  Pencaoiras

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Bagian Atas

~Beban Anggaran Bendahara Umum Negara Puc:

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (Beri:

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 662);

Peraturan Menteri Perdagangan NG

15/M—DAG-/PER/4/20]_3 tc_*nta.ng 'Pcngadam-n ot
P,cnyalul'"an Pﬁp‘uk Bersubsidi Unruk S“ckior; Pertaninr,
Pér‘atﬁran Menter: _Perinduétrian - i\‘-".JAlI.'af_,‘-i'
16/M—IND/PER/3/2013 tentang Pewarnaan !"'.Ep’._l'i-;l
Bersubsidi  (Berita  Negara Repubiik ndonesi

Tahun 2013 Nomor 480)

Peraturan Menicri Pertanian Nomor 43/Permentai/

OT.010/8/2015 tcnta.ngO_rgani-s'asi dan Tata W

Kementerian - Pertanian  (Berita Negara Repuabin .

" Indonesia Nomor 1243};

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.0Z, 200

tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairw,

PCI‘tanggu11gja.waba,11 Dana Subsidi Pupui-. (Do
Negara ch@b]ik Indonesia Tahun 2016 Nomor 64 s

Peraturan Menteri Pefindﬂs‘trian} TSTSITES.
69/ M-IND/ PER‘/S/QO"IS tenténg Pengguinaan Kaniou
Satu Merek Untuk Pupuk Bersubsidi (Bérita Negao
Republik Indonesia Tahuh 2015 Nomor 1274



25.

Menetapkan
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Sebagaimana telah - diubah dengan Peraturan Meoyiterd
Perindustrian Nomor 17/M-IND/PER/3/2016 toiiany
Pérubahan Atas Peraturan Menteri  Perindusirion -
Norhor 69/ M-IND/PER/&/2015 tentang Pc-nggu'im::rr‘;
'Kv-antong‘ Satu Merek Untuk Pupuk Bersubsidi {Berits
Negara R(f:pu'bli_k Indonesia Tahun 2016 Nomior 399},

Pératu'reln Menteri Pertanian Nomor 67 /Permentan;
SM.0350/12/2016 tcmang.‘Pemb.i.ndan Kelembngann
Petani (Bertta Negara -Repub}ik-h.ﬁdonesia‘ Tahun KO

Norior 2038);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI F’ERTAN!AN TENTANG ALOKANI
DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUESIL
UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANG(“rARAN 2018

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan®

1.

Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasar yine

pcngédaan dan penyalurannya mendapat subsic 'mﬁ.;ra
Pemerintah untuk kebutuhan Kelompok Tarii et/ aiaii
Petani di sektor pertanian.

Sektor Pertanian adalah scktor _yahg berkaitan conie
budr daya ,tanalmaﬁ pangan, hortikultura, perkebuani:.
hijavan pakan Lern'al_(, dan budi daya ikan danjaua.
udang, termasuk pemanfaatan lahan perhutani dii
kehutanan untuk peningkéta.n prod'uksi taiauman pongan

dan hortikultura.

‘Penambahan Luas Areal -Tanam Baru selanjiins.

disingkat PATB adalah penanaman padi; jagung, oo

kedelai pada lahan yang belum ditanami padi, jang

dan/atau kedelai.



10.

6.

Petani adalah Warga negara Indonesta  perscorvangiin
dan/atau beserta keluargahya_yang melakukan usitha
tani  di  bidang . tanaman ‘.Ipangan, hortikaitn .
perkebunan, dan/atau petemakan.

Kelompok Tani adalah kumpulan Petani/peiciiie;
pekebun yang dibentuk atas  dasar  kesammeon
kepentingan; kesamaan - kondisi Hngkungan  sosial, -
ekonomi, sumber daya; kesamaan komoditas; dur
keakraban untuk‘nﬁeningkat_kan serta l‘['i(*i]']gf’:l'[“zblll"i}.{iﬁi'r.."
usaha anggota. ‘

Rencana Definitif Kebutuhan Kelonﬁpok Tarm  Puiiis
Bersubsidr ‘sclanjuthya‘ discbut RDKK adalaly renee
kebutuhan - Pupuk Bersubsidi untuk satu tahun v
disusun berdasarkan musyawarah anggota Kclompok
Tani dan merupakan alat‘pesanan Pupuk Bersubsid:
kepada gabungan Kelompok Tahi atau penyalur sarona
produksi pertanian’ yang diﬁctapkan secara R

dan/atau melalui sistem elektronik {(e-RDKK).

'Pupuk An-Organik adalah pupuk hasil proses TeRGYRER

secara kimia, [isik, dan/atau biologis, dan merupulke::

hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.

Pupuk Organik adalah pupuk yang  berasal oo

tumbuhan mati, kotoran hewan, dan/atau bagian [RTRLIRRE
dan/atau limbah organik lainnya yang telah moiai
proses rckayasa, berbentuk padat atau. cair, dupal
diperkaya dengan bahan mineral dan / atau mikroba, ving
bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara don
bahan organik tanah serta memperbaiks sifat [isik, Ko
dan biologi tanah. |

12 1

Harga Eccran Tertinggi sclanjutnya disingkat HET adadal

harga Pupuk Bersubsidi yang -ditetapkan oleh Mo

untuk dibeli oleh Petani atau Kelompok Tani sceara itiss
dalam kemasan tertentu di penyalur lini [V.

Kartu Tani adalah kartu yang dikcluarkan olen

‘Perbankan kepada Petani. untuk digunakan ciida

" transaksi penebusan Pupuk Bersubsidi melalui e

Electronic Data Capture di pengecer resmi.



-7

11. Electronic Data Capture yang selanjutnya disingkat 1213

12.

13.

14.

15.

16.

17,

18.

adalah mesin yang berfung31 sebagal sarana penmiu
transak51 penebusan Pupuk Bersubsidi  dengan csra
memasukkan atau menggesek Kartu Tani di p(:['lg-.;(‘(‘t.-rl
resmi.

Verifikasi adalah kegiatan pengécekan keabsahari
kelengkapan dan kebenaran dokumen penyaluran Pupnik
Bersubsidi yémg dilaksanakan dan disahkan oleh paling
kurang oleh satu anggota tim yang telah ditetapkan
melalul Surat Keputusan. |

Validasi adalah pengesahan terhadap hasﬂ Vermkcm: Clety

‘Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk.

Pelaksana Subsidi Pupuk adalah Badan Usaha Milik

Negaré ya_ng"ditugaskan sebagai pelaksana pem_,lg}as;m

_ 'unt_ulg subsidi pupuk oleh Menteri Badan Usaha Milik

Negara.

Pengécer Resmi adalah penyalur di lim [V s
ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentany
Pengadaan dan Peﬁyaluran Pupuk Bersubsidi Untiik
Sektor Pertaman o
Dlrektur Jenderal adalah pejabat pimpinan tmggl nmadya,
di lingkungan Kementena_n Pertanian yang mempuiiya

tugas dan fungsi di bidang pupuk sesuai dengan

ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Kepala Dinas Daerah Provinsi adalah kepala dinas yany
'menye'lenggarakan sub urusari prasarana dan sdarana
pertanian tanaman pangan provinsi.

Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota adalah kepala
dinas yang menyelenggarakan sub yrusan prasaran: di

sarana pertanian tanaman pangan kabupaten/kotz.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar hukon

dalam pengalokaman ‘penyaluran, dan penetapan IJE’I‘ Pripti

Bersubsidi.



BAB I
JENIS PUPUK BERSUBSIDI DAN
PEN_GUSULAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUDSID!

' Pasal 3 . 7
(1) Pupuk Bersubsidi Lérdirihtas Pupuk An-Organik 'ci‘:,‘s
| Pupuk Organik yang diproduksi dén/atau diadék;—m aleh
Pelaksana Subsidi Pupuk.
(2) Pupuk AnfOrganik séb:;‘igaimana:dim‘ak‘sud pada ayat {1

terdiri atas Urea, SP-36, ZA, dan NPK.

. Pasal 4
Pengusulan ‘kebutuhan Pupuk Bersubsidi dilakukan sosvns

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB HI
PERUNTUKAN DAN PENETAPAN
“ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

_ Pasal 5 .
(1) Pupuk Bersubsidi diperuntukah bagi Petani yang FOITE
bergabung da]am Kelompok Tani.
(2) Kelompok Tani’ scbagcumdna d1mdksud pada ayai (b
menyusun RDKK sebaga.l berikut:
a. Petani yang melakukan usaha tani  sub oselcto
tanaman pangan, sub scktor perkebumm, sul
sektor 101t1kultura dan/atau sub sekior peterrik "
dengan luasan paling luas 2 {dud; hektare soting
| musim Ldnam ' '
b. . Petam yang melakukan usaha tani sub sckiog
| tanaman pangan pc\da PATB; dan/atau |
c.  Petani (‘pctambak) yvang melakukan usaha sub sokicr
perikanan budi daya dengan luasan paling i

1 (satu) hektare sctiap musim taneurn.



(3)

(1)

(3)

@

(4}

-9 - |

.Pupuk Bersub51d1 sebagalmana dlmaksud pada ayat {!]
dilarang d1peruntukkan bag1 perusahaan tarsmaan

pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, atan

~ perusahaan perikanan budi daya.

| Pasal 6
Alokasi = Pupuk ',Bersubsidi -ditétapkan ' d'eng:a_r:_

mempertirri_bangkén ‘usulan kebutuhan pupuk  dari

Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud alann
Pasal 4 dan penyerapan. Pupuk Bersubsidi thun
sebelumnya serta alokasi angga‘raﬁ subsidi pupuk vang.

tersedia.

- Alokasi Pupuk Bersubsidi éebagaim‘a-na_ dimaksud pé_da

aydat (1) dirinci menurut jenis, jumlah, provinsi, dan

sebaran bulanan, seperti tercantum dalam Lampiran |

dan Lampiran II  yang merupakan bagian riclek

- terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Perubahan alokasi Pupuk Bersubsidi sebagalinal e
dimaksud pada ayat (2) lebih lanjut ditetapkan olch

Direktur Jenderal atas nama Menteri.

- Pasal 7 -
Alokasx Pupuk BersubSLdl sebagalmana dimaksud dalarm

Pasal 6, dirinci lebih lanjut menurut kabupmen,lmtt

‘ jenis, jumlah, dan sebaran bulanan.

Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disusun dengan - mempertimbangkan usulan
kebutuhan pupuk dari kabupaten/kota' sebagaimari
dimaksud dalam Pasal 4 dan serapan pupuk tabiun
sebelumnya serta mengacu pada alokasi per provinsl,
Kepala Dinaé Daerah Provinsi sebagal koordiualuz)r
pengusulan Pupuk Bersubsidi wilayah provinsi wmiuk
semua sub sektor. '

Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagalmana dimaksud pads

ayat (1) dltetapkan. oleh Kepala Dinas Daerah DProvin Ve

dalam bentuk Keputusan.
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(1)

(2)

(3)

(4)

()

(1)
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Keputusan Kepala Dinas Daerah Provinsi sebagainiuiie

dimaksud pada ayat_' (4) paling lambat ditetapkan pada

- bulan Januari 2018.

Pasal 8

Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam

" Pasal 7 ayat (1), dirinici lebih lanjut menurut kecarizn,

jenis, jumlah, dan sebaran bulanan.

Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaiman.a dimaksud padi
ayat (1) disusun denga.n mempértimbangkan usulan
kebutuhan pupp‘kl ‘dari kecamatah sebagaimah.{
dimaksud dalam Paéal 4 dan- sérapan‘ pupuk b
sebelumnya  serta mengacu pada alokasi  per
kabupatenl/kota yang ditetapkan oleh Kepala Dinos
Daerah Provinsi.‘ | _ _ '
Képala' Dinas  Daerah _'Kabupaten/i_{ota sebagai
koordinator perigusulén Pupuk Bersubsidi - wilayah
kabupaten/kota untuk semua sub sekfo;;. |
Alokasi Pupuk Bersubsidi- sebagaimana dimaksud pada
‘ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Dacrab
Kébupaten/ Kota dalam bentuk Kepﬁtusan. '

Keputusan ‘Ke_pala' Dinas Daerah- Kabupaten; Ko

- sebagaimana dimaksud pada ayat '(4) paling lainbat

diterbitkan pada bulan Januari 2018.

 BAB IV
REALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal9 |
Dalam hal Albkasi_ Pupuk B_ersub'sidi‘ Sebagaim.:-mf,:f
dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 terjad

kekurangan atau kelebihan, pemenuhan  Pupuk

 Bersubsidi dipenuhi  melalui realokasi antar wilayal

dengan memperhatikan alokasi yang tersedia.



(2)

(4)

-1t

Pclaksanaan rcalokasi  schagaimana ’clinﬁaksucl TS

ayat (1) dilakukan sebagai berikut: |

a. realokasi antar provinsl, ditetapkan cleh Dircliur
Jenderal; |

b. realokasi antar kab‘qpaten/kota dalam saiu u‘é}:q\n;;i}

provinsi ditetapkan olch Kepala Dinas Provinsi,

c. realokasi antar kecamatan dalam satu wilavet

kabupaten/kota ditetapkan oleh Kepala Dinas

Daerah Kabupaten/Kota.

Provinsi yang mengalami perubahan alokasi Popi

Bersubsidi sebagai akibat dilakukannya realokasi it
provilisi‘scbagaimana. dimaksud pada avat (2] hures o
wajib menindaklanjuti dengan mclakukan realokas crar
kabupaten/kota '_yang' d‘i'tctapkan melalui '}\icpmtjz.r{ar_s:.
Kepala Dinas Daerah Provinsi Sebagaimana dlim;a!:«;s:z.‘-.-:?

pada ayat (2) huruf b,

Kabupaten/kota yang mengalami perubahan ajoicsi

Pupuk Bersubsidi schagai akibat dilakukannya realoion.

‘antar Kkabupaten/kota sebagaimana  dimaksud  pudn

ayat (2) hurul b atau realokasi antar kabupaten/koin
sebagaimana  dimaksud  pada a'y.at' (3),  weashs

menindaklanjuti  dengan melakukan realokasi antar

kecamatan yang ditetapkan melalui Keputusan Kepuls

Dinas Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimiils

pada ayat (2) huruf c.

Apabila alokasi Pupuk Bersubsidi di suatu wilayah pods

/

bulan berjalan tidak menculkupl, penyaluran Puogok

‘Bersubsidi dapat dilakukan dengan menggurakian s

alokasi bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi Luloo
berikutnya, dengan. tidak melampaul alokasi 1 {suiuw

tahun.

Pasal 10

Penetapan realokasi sebagaimana dimaksud dals

Pasal 9, dilakukan dengan mempertimbangkan:



(1)

12 -

a. = serapan pupuk tahun berjalan dan Ui
bebelumnya

b. rencana luas tanam; dan/dtdu

c ~dosis Spcsmk w11aya

Penetapan realokasi %bagmmana dimaksud pada avat {1

berdasarkan ketersediaan alokast Pupuk Bersubsidi.

| BAB V |
HARGA ECERAN TERTINGGI DAN
KEMASAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 11
Pengecer resmi wajib menyalurkan Pupuk: Bersubsidi
seésual HET.
i

HET Pupuk Bersubsidi scbdgalmand dimaksud ool

ayat (]) dltctapkan sebdgal berikut:

- Pupuk Urea = Rp. 1. 800 per kg;

~ PUpUk SP-36 = Rp. 2.000; per kgi

- Pupuk ZA = Rp. 1.400; per kg;

- _PupulkNPK = Rp. 2.300: per kg; dan

il

- Pupuk Organik = Rp. 500; per kg.

HET ‘Pupuk Bersubsidi scbagaiména dimaksud pace
ayatj‘(2] berlaku untuk pejmbelian oleh Petani 'dén EArRY
Kelompok Tani di Pengecer Resmi sccaré_ tunat calam

kemasan scbagai berikut:

- Pupuk'Urea' = 50 kg;
- Pupuk 5P-36 = 50 kg;
- Pupuk ZA = 50 kg;

- Pupuk NPK 50 kg; dan

40 kg.

- Pupuk Organik .

Pasal 12
Kemasan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimiiisiid
dalam - Pasal 11 ayat (3) sesuai ‘dengan  ketentaur,

peraturan perundang-tndangan.
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- (2} Pemberian warna  tertentu  sebagal - pembeda aniara
Pupuk Bersubsidi dan nonsubsidi sesuai  dengon

ketentuan peraturan perundang-undangan.

| BAB VI
PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI DAN
PELAKSANAAN VERIFIKAS] DAN VALIDAS

Pasal 13

(1) Penyaluran Pupuk Bersubsidi dilakukem sesual dengan
ketentuan pcraturan pclrundang--undangan.

(2) Penyaluran Pupuk Bersubsidi scbagaimana dimaisi
pada ayat (1) dapat di]akukaﬁ dengan Kartu Tani. |

(3) Penerapan penyaluran Pupuk Bc1‘sle$idi dengan Naviu
_Ta_n'i sebagaimana dimaksud pada ayal {2) dilak ks
pada wilayah kabupaten/kota'tertent.u sebagal ujicuini. |

(4) Ketentuan mengenai  pelaksanaan 'Kar.l'.u Tani  peshe
wilayah terteniu sebagai uji coba seba%,aimana cimirhoid

~ pada ayat (2} ditetépkan oleh Direktur Jenderal,

_ Pasal 14
(1) Terhadap penyaluran Pupuk Bersubsidi sebagaimana
Pasal 13 dilakukan Vérifikasi dan'/a_ta_u Validasi.
(2) Ketentuan mengenai pelaksanaan Verilikasi d.'clii,f:.:.!ili.i
Validasi sebagaimana_ cliimak_s'ud pada ayat (1) ditelapien .

oleh Direktur Jenderal.

. BAB VI |
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Pasal 15
Untuk ke_lancaran penyaluran Pupuk Bersxﬂmidi, t‘x':-'p;n‘irz
Dinas Daerah  Provinsi, dan - Kepala Dinas Dmeraly
KabupaLeﬁ/Kota berkoordinasi dengan pihak terkait oo
melakukan pembinaan, pengawasan, dan pelaporann sesc o

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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BAB VIil
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

. Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 43 Desenber 2017

MIENTERI PERTANIAN

Salinan Peraturan Menteri ini disampaikan kepa_da Yth.:

N o AW

®

10.
11.
12.

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
‘Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
Menteri Keuangan; - | '

‘Menteri Perindustrian,

Menteri Perdagarigah;
Menteri Kelautan dan Perikahan;

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

Menteri Badan Usaha Milik Negara;

Kepala Badan Pengawasari Keuangan dan Pembangunan; -
Gubernur di seluruh Indonesia; |

Bupati/Wali Kota di seluruh Indoneésia;

Direktur Utarha PT _Pupuk Indonesia {Persero).
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BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

- Pasal 16.

Peraturan Menteri ini mulai perlaku pada tanggal ditetapln.

Ditetapkan di Jakarta
padél tangeal 19 Desember 2017

" MENTERI PERTANIAN
PUBLIK INDONESIA,

WA~

AN SULAIMAN

Salinan Peraturan Menteri ini disampaikan kepada Yth.
Ketua Badan Pemeriksa Ke uangan;
Menteri Koordinator Bidang Perekonohﬂian;
Menteri Keuangan;. |
. '_Mcnteri Perindustrian;
Meéntert Perdagangan,;

Menteri Kelautan dan Perikanan;

N o R W D e

Menteri Perencanaan Pembanguna‘h Nasional/

Kepala Badan Percncanaan Pembangunan Naéion_al;

8. Menteri Badan Usaha Milik Negara;

9.  Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan ‘Pembangiman;
10. Gubcrnuf di seiuruh Indonesia; ' |
11. Bupati/Wali Kota di seluruh Indbnésia; :

12. Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero).
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BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP |

Pasal 16

Peraturan Menteri ini imulai berlaku pada tanggal ditetapkan,
* Ditetapkan di Jakarta -
pada tanggal  19Desenber /017

MENTERI PERTANIAN
EPUBLIK INDONESIA,

AN SULAIAN

Salinan Peraturan Menteri ini disampaikan kepada Yth.: -

N U s BN

10.
11.
12.

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan

Menten Koordinator B1dar1g Perekonorman

Menteri Keuangan,;

Menteri Perindustrian;

Menteri Perdagangan,;

Menteri Kelaufan dan Perikanan;

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan ‘Pcmbahgunan Nasional;
Menteri Badan Usaha Milik Negara; .
Kepala Badah Pengawésan Keuangan dan Pembangunan;
Gubernur di seluruh Indonesia;

Bupati/Wali Kota di seluruh Indonesia;

Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero).



Lampiran I. Peraturan Menteri Pertanian

Nomor

© 47/Pexmenten/sR.310/12/2017
Tanggal: 15 pesenber 2017
ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2018
MENURUT JENIS PUPUK DAN SEBARAN PROVINSI
NO. PROPINSI ‘ JENIS PUPUK (Ton) e
UREA SP-36 ZA NPK QRGANIE,
1 _[ACEH 75,420 22,040 11,480 49,110 L840
2 |SUMATERA UTARA 169,110 48,740 | 51,610 | 128,080 31,790 |
3 |[SUMATERA BARAT 72,990| 27,680 15,660 59,110 | 15,800
4 |[JAMBI 28,950 18,780 7,940 48,700 By
5 |[RIAU 35,260 13,370 10,560 50,080 S.020 |
6 |BENGKULU 21,820 8,010 4720 28,880 5000 |
7 _|SUMATERA SELATAN 155,070 43,550, 15,330 | 100,590 15600
8 _|BANGKA BELITUNG 19,070 3,920 2,330 19,390 5,720
9 |LAMPUNG 257,790 45,150 | 17,980 | 153,140 265,420
_ 10_|KEP. RIAU 90 20 20 200 a0
.1 |DKI JAKARTA 150 40 - 70 | Lo
12 |BANTEN 65,540 20,830 | 1,530 27,100 7400 |
13 |JAWA BARAT 556,010 | . 153,780 70,410 | 330,160 50,200
14 |D.I YOGYAKARTA 43,110 3,700 10,000 25,070 L 370 |
15 |JAWA TENGAH 763,140 | 162,970 | 220,630 | 421,920 | 263,330 |
16 |[JAWA TIMUR 1,111,590 | 162,420 | 501,850 | 608,090 | 424 720
17 [BALI 43,010 1,830 | 6,000 23,790 L
18 |KALIMANTAN BARAT 34,350 12,690 3,470 | 86,770
19 |KALIMANTAN TENGAH 16,720 4,250 1,400 34,710 |
20 |KALIMANTAN SELATAN - 37,930 7,350 1,440 39,060
21 |KALIMANTAN TIMUR 17,330 4,570 2,340 28,590
22 |KALIMANTAN UTARA 1,210 150 100 3,000 500
23 |SULAWESI UTARA 119,030 3,950 | 460 13,090 5350
24 |GORONTALO 21,940 1,300 630 18,280 1000
25 |SULAWESI TENGAH 31,600 | . 3,350 8,760 30,130 4,630
| 5 |SULAWESI TENGGARA 20,800 7,190 4,090 16,230 5 750
57 |SULAWESI SELATAN 277880 41,100 64,380 112,800 25,140
28 |SULAWESI BARAT 25,180 2,170 7,120 19,490
29 |NUSA TENGGARA BARAT 143,720 17,350 15,050 45,320
30 |NUSA TENGGARA TIMUR 23,440 4,820 | 1,640 15,490
31 |MALUKU | ' 2,650 200 150 | 2,730
32 |PAPUA 6,270 2,390 530 6,930
33 |MALUKU UTARA 610 7120 250 1,740
34 |PAPUA BARAT 12200 220 140 2,160
JUMLAH " 4,100,000 | . 850,000 | 1,050,000 2,550,000

Ditetapkan di Jakarta |
pada tanggal 19 Desember 2017

MENTERI PERTANIAN,




Lampiran I. Peraturan Menteri Pertanian

Nomor :
Tanggal :

47/Permantan/SR.310/12/2017
A9 Daserber 2017

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2018 |
MENURUT JENIS PUPUK DAN SEBARAN PROVINSI |

NO. PROPINSI | JENIS PUPUK (Ton) T
UREA | SP-36 ZA NPK__ | ORGAN
1 |ACEH 75,420 22,040 11,480 49,110 : 13
2 |SUMATERA UTARA 169,110 | - 48,740 51,610 128080, 1, <
3 |SUMATERA BARAT 72,990 27,680 15,660 59 110 | Jio
4 |[JAMBI 28,950 18,780 . 7,940 48,700 R
5 [RIAU 35,260 13,3701 10,560 50,080 1w
6 |BENGKULU 21,820 . 8,010 4,720 28,880 | R
7 |SUMATERA SELATAN 155,070 143,550 5330 100,590 1  inian
8 |BANGKA BELITUNG 19,070 3,920 2,330 19,390 1 5ok
9 |{LAMPUNG 257,790 45150 17,980 | 153,140
_ 10 {KEP. RIAU 90 20 20 200 |
. 1 |DKI JAKARTA 150 40’ - 70
12 |BANTEN 65,540 20,830 | 1,530 27,0001 o
13 |JAWA BARAT 556,010 |~ 153,780 70,410 | 330,160 i v
14 |D.I. YOGYAKARTA 43,110 3,700 10,000 25,070 | 1
15 |JAWA TENGAH 763,140 | 162,970 | 220,630 | 421,000 | i e
16 |JAWA TIMUR 1,111,590 | 162,420 | 501,850 | 608,000 ! 47 i
17 IBALI 43,010 1,830 | 6,000 | 23,790 R
18 |KALIMANTAN BARAT 34,350 | 12,690 3,470 86,770 1 luin
19 |KALIMANTAN TENGAH 16,720 4,250 1,400 | 34,710
20 |KALIMANTAN SELATAN 37,930 . 7,350, 1,440 39,060 | L
21 |KALIMANTAN TIMUR 17,330 4,570 2,340 28,590 1 i
22 |KALIMANTAN UTARA 1,210 150 100 3,000 |
23 |SULAWESI UTARA 19,030 3,950 460 13,000 | 1
24 |GORONTALO 21,940 1,300 __630| - 18280 | o
25 |SULAWESI TENGAH 31,600 -~ 3,350 8,760 30,130 A
.3 |[SULAWESI TENGGARA 20,800 7,190 4,090 16,230 | 5oaus
“27 |SULAWESI SELATAN . 277,880 41,100 | . 64,380 |. 112,800 | 25 i40
28 |SULAWESI BARAT 25,180 | 2,170 | 7,120 19,490 | 1050
29 [NUSA TENGGARA BARAT 143,720 | 17,350 | 15,050 45 320
30 |NUSA TENGGARA TIMUR 23,440, 4,820 1,640 15,490
31 |MALUKU - 2,650 200 . 150 2,730 v
32 |PAPUA 6,270 2,390 530 6,930
33 |MALUKU UTARA 610 120 250 1,740
34 |PAPUA BARAT 1,220 220 140 | 21601 e
JUMLAH 4,100,000 | 850,000 | 1,050,000 2,550,000 | .Ul i

Ditéta'pkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desemter 2037

MENTER] PERTANIAN,

( MBAN SULAIMAN #



Lampiran L. Peraturan Menteri Pertanian

Nomor

Tanggal : 19 Desember 2017

© 47 /Permentan/SR. 310/1.2/2017

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2018

MENURUT JENIS PUPUK DAN SEBARAN PROVINSI

JENIS PUPUK (Ton)

D1tetapkan di Jakarta e
19 Desembor UL

pada tanggal

MPWTERI PERTANIAN,

. A‘ N SULAIMAN

NO. PROPINSI ' . -
UREA | __SP-36 ZA___| __NPK _ i
1 JACEH 75420 | 22,040 11,480 49110
2 |SUMATERA UTARA 169,110 48,740 51,610 | 128,080 31
3 |SUMATERA BARAT 72,990 27 680 15.660 59.110 | 1bu
4 [JAMBI 28,950 18,780 7,940 48,7000 6 iy
5 IRIAU 35,260 13,370 10,560 | 50,080 | S
6 |BENGKULU 21,820 8,010 4,720 28 880 (o
7 |SUMATERA SELATAN 155,070 43,550 5330 | 100,500 | il
8 |BANGKA BELITUNG 19,070 3,920 2,330 19,390 | ..
9 |LAMPUNG 257,790 45,150 17,980 | 153,140  we il
_ 10_|KEP. RIAU 90 20 20 2001
.1 |DKL JAKARTA 150 40 : 0
12 |BANTEN 65,540 20,830 1,530 27,100 |
13 |JAWA BARAT | 556,010 153,780 70,410 330,160 1 i
14 |D.L YOGYAKARTA 43,110 3,700 10,000 250701 10
15 |JAWA TENGAH T 763,140 | 162,970 220,630 | 421,920, a0
16 |JAWA TIMUR 1,111,590 162,420 | 501,850 | 6080w i
17 |BALI 43,010 1,830 6,000 | 237901 2|
18 |KALIMANTAN BARAT 34,350 12,690 3,470 | 86,770 | :
19 |KALIMANTAN TENGAH _ 16,720 | . 4,250 1,400 34,710 1
20 |KALIMANTAN SELATAN 37,930 7,350 1,440 39,060
21 |KALIMANTAN TIMUR 17,330 4,570 2,340 | . 28,560 y
22 |KALIMANTAN UTARA 1,210 150 100 3,000 e
23 |SULAWESI UTARA 19,030 3,950 460 13,090 1 1
24 |GORONTALO 21,940 1,300 630 18,280 | i
| 25 |SULAWESI TENGAH 31,600 3,350 . 8,760 30,130
5 |SULAWESI TENGGARA 20,8001 . 7,190 4,090 16230 F -
27 [SULAWESI SELATAN 277,880 41,100 | 64,380 ] 112,800 i)
28 |SULAWESI BARAT 25,180 2170 | . 7,120 19490, i
29 |NUSA TENGGARA BARAT 143,720 17,350 | 15,050 45320 0 Loevn
30 |NUSA TENGGARA TIMUR 23,440 4,820 | 1,640 15460, .l
31 |MALUKU 2,650 200 | 150 2730
32 |[PAPUA 6,270 2,390 | 530 6,9335__‘_ R
33 |MALUKU UTARA 610 © 120 250 1,740
34 |PAPUA BARAT 1,220 220 | 140 21000
JUMLAH 4,100,000 850,000 1,050,000 2,550,000] J.uitit

II.H i :



Lampiran [. Peraturan Menteri Pertanian

Nomor ' 47 /permentan/SR.310/12/2017 "
Tanggal : 5 hysenber 2017 |

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2018
MENURUT JENIS PUPUK DAN SEBARAN PROVINSI

NO. PROPINSI - JENIS PUPUK (Ton) O
UREA | SP36 | ZA 1 NPK
1 {ACEH 75,420 22,040- 11,480 49,110 |
-2 |SUMATERA UTARA 169,110 48,740 51,610 128,080 1 g3 5ae
3 |SUMATERA BARAT 72,990 27,680 15,660 | 59,1101 i
4 [JAMBI 28,950 18,780 7,940 48,700 1 vt
5 IR1AU 35,260 13,370 10,560 50,080 | . o0
6 |BENGKULU 21,820 8,010 4,720 28,880 AR
7 |SUMATERA SELATAN 155,070. 43550 - 5,330 100,590 N
8 |BANGKA BELITUNG 19,070 | 3,920 | 2,330 19,390 s
9 |LAMPUNG 257,790 45,150 17,980 | 153,140 1 2v.iau
10 |KEP. RIAU 90 20 201 200 o
1 _|DKL JAKARTA 150 40 - 700 1t
12 |BANTEN 65,540 20,830 1530 | 27,1001 v
13 |JAWA BARAT 556,010 153,780 70,410 | 330,160 1 50 oo
14 |D.1 YOGYAKARTA 43,110 3,700 10,000 05070 [ 10 i
15 |JAWA TENGAH 763,140 162,970 | 220,630 | 421,920 | 264,000
16 |JAWA TIMUR 1,111,500 | 162,420 | 501,850 | 608,090 | 24 v
17 |BALI | 43,010 18301 6,000 237901  2lsun
18 |KALIMANTAN BARAT 34,350 12,690 3,470 86,7701 1% i
19 |KALIMANTAN TENGAH 16,720 | 4,250’ 1,400 34,710 DT
20 |KALIMANTAN SELATAN 37,930 7,350 | 1,440 39,060 1 haiie
21 |KALIMANTAN TIMUR 17,330 4,570 2,340 28,500 | t.aon
22 |KALIMANTAN UTARA 1,210 150 100 3,000 0
23 |SULAWESI UTARA 19,030 3,950 460 13,090 1 e
24 {GORONTALO 21,940 1,300 | 630 18280  tani
25 |SULAWESI TENGAH 31,600 3,350 8,760 30,130 | e
5 |SULAWESI TENGGARA - 20,800 7,190 4,090 16,230 1 e
=7 |SULAWESI SELATAN 277,880 41,100 64,380 | 112,800 ]  uhoiiu
28 |SULAWESI BARAT 25,180 2,170 7,120 19,490 L
29 |NUSA TENGGARA BARAT. 143,720 17,350 115,050 45320 1 Ll
30 [NUSA TENGGARA TIMUR 23,440 4,820 1,640 15,450 | IR
31 |MALUKU 2,650 200 150 ) 730 o
32 |PAPUA 6,270 2,390 530 6,930 1 i
33 |MALUKU UTARA 610 120 250 1,740 y
34 |PAPUA BARAT 1,220 220 140 | 2,160 e
JUMLAH 4.100,000| 850,000 | . 1,050,000 2,550,000 1000 s

Ditetapkan di Jakauta

pada tanggal 19 Desenber JLul’

MINTERI PERTANIAN,

N SULAIMAN
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" | 47/Pexmentan/SR.310/12/2017
%Y 19 Desesber 2017

ALOKASI PUPUK BERSUBSiDI TAHUN ANGGARAN 2018 MENURUT JENIS PUPUK DAN SEBARAN BULAN

‘ . (Ton)
JENIS PUPUK SETAHUN JAN FER MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOP DES
UREA 4,100,000 432 557 332,418 335,941 360,321 1 366,670 | 322950] 217,580 | 244,304 231,057 | 270,905 421,349 563,939
SP-36 850,000 123,867 69,532 86,887 | 91,447 79,032 59,751 -36,552 42 696 49,183 50,893 80,478 79,682
ZA - 1,050,000 128,955 84,235 - 99,123 89,453 ] 85,443 87,909 51,304 69,546 71,892 70,458 | 107,532 | 104,150
NPK 2,550,000 282,141 206,955 251,406 254,181 | 237,755| 203,997 | 129,010] 153,374| 161,406 161,526 255,953 252,296
ORGANIK 1,000,000 | 83,199 67,228 106,845 104,829 | . 93,674 78,621 48,841 68,167 72,692 72.495| 106,163 - 97,246
JUMLAH PUPUK 9,550,000 { 1,050,719 760,368 880,202 900,231 | 862,574 | 753,228 | 483,206 578,087 | 586,230 626,277 | 971,475 1,097,313

Ditetapkan di me,.nmﬁm.
pada tanggal 19 Desenber 2017




ALOKAS! TUPUE BIRSUBSID! TANUN ANGUARAN 2018 MENURLT JENIS BUPUK DAN SREARAN BULAN

, . , ‘ . : : {Ton)

JENIS PUPUK | SETAHUN - JAN FEB MAR APR | - MEI | "~ JUN JUL AGS SEP . OKT NOP DES

UREA 4,100,000 432,557 | 332,418 335,941 360,221 | 366,670 | 322,650 | 217,589 |. 244,304 | 231,057 270905 ! 421349 | 563,939
SP-36 850,000 123,867 69,5321 86,887 | 91,447 79,032 | 59,751 36,552 42,696 | 49,183 50,893 | 80,478 79,682
ZA . 1,050,000 128,955 84,235 99,123 89,453 ] 85,443 | 87,909 51,304 69,546 | 71,892 70,458 | 107,532 | 104,150
NPK - . 2,550,000 282,141 | 206,955 251,406 | 254,181 | 237,755| 203,997 | 129,010 153,374] 161,406| 161,526} 255,953 | 252296
ORGANIK . - ! '1,000,000 | 83,199 67,228 | 106,845| 104,829 93,674| 78621 | 4884i| 68,167} 72692 72,495] 106,163 97,246
JUMLAK PUPUK | - 9,550,000 | 1,050,719] 760,368 | 880,202 | 900,231 862,574 | 753,228 | -483,296] S578,087| 586,230 | 626,277 ] 971,475] 1,097,313

Ditetapkan di Jakarta .
pada tanggal 19 Ummm..&um_ﬂ 2017

MH A TER] PERTANIAN,

REN SULAIMAN
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" 47/Perventan/SR.310/12/2017
85155 Desender w017

ALOKAST PURPUK BRERSURSID IO ANGOARAN 2018 MENURLT JBENIS PUPLK D LiAN
. . . - {Toni
JENIS PUPUK SETARUN JAN FEB . MAR APR - ME: . JUN JUL AGS SEF QKT . NOP DES

UREA 4,100,000 432,557 332,418 1 © 335,941 360,321 366,670 1 322,950 217,589 244 304 231,057 mwo.wow . 421,349 563,939
SP-36 . 850,000 123,867 59,532 86,887 | © 91,447 79,032 59,751 36,552 | - 42,696 559,133 50,893 30,478 79,682
ZA ‘ 1,050,000 128,955 84,235 199,123 © 89,453 85,443: 87,909 51,304 £9,546 71,892 70,458 107,532 104,150
NPE : : 2,550,000 282,141 206,955 251,406 |- 254,181 237,755 203,997 | 129,010 153,374 161,406 161,526 255,353 252,296
ORGANIK - 1,000,000 83,199 67,228 106,845 104,829 93,674 78,621 48,841 68,167 72,692 72,495 106,163 97,246
JUMLAH PUPUK 9,556,000 | 1,050,719 760,368 880,202 900,231 862,674 | 753,228 483,296 | . 578,087 586,230 626,277 1 @ﬂw.mq\m 1,097,313

mem_ﬁmwwmm di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2017




S 47 /Permentan/ SR, 310/12/2017 |

L Desember 2017

ALUKAS] PUPUR BERSUBSID ANGGARAN 3 RDAN SED
: : X —_ . __{Tounl
JENIS PUPUK | SETAHUN JAN 1 FEB - MAR TTAPR MED | JUN JUL_ L AGS SEP OKT NOF- DES

UREA 1,100,000 | 432.557 | 352.4181 335041 | 360,321 1 306,670 | 322,950 1 217,389 244304 ] 231,057 | 270,205 421.349[ 563,939
SP-30 830,000 | 123,867 69.5321 86,857 91,447 | 79,002 59,751 | 36552 | 42,5096 | 49,183 |  50893i 80478 79,682
ZA 1.050,000 | 128,955 84,235 99,123 80453 . 85443| 87,000 | 51,304 | 05,596 71,892  70.458| 107,532 | 104,150
NPK 2.550.000 | 282,141 206,055 | 951406 | 254.1811 237,755 203,097 | 129,0i0] 153,374 161406 161,526] 255,953 | 252,206
ORGANIK 1,000,000 83,195 67.228 | 106,845 | 104,820 | 03,674 78,621 | 48841| 68,167] 72,692 724951 106,163 | 97346
JUMLAH PUPUK | 9,550,000 | 1,050,710 | 760,368 | 880,202 | 500,231 | 862,574 | 753,228 | 483296| 578,087| 3586230| 626277 ] 971,475] 1,097,313

U:mﬁm.vwmz di Jakarta
pada fanggal 19 Desember 2017

SULAIMAN



Y [ANUESUR T RSN b ViIAO ] U H RAN i
N PROPING( ! SETAHUN JAN FER ATAR APR MEI JUN JUL AUS SE ORT NOP !

1 TACEH : C 73,420 7.957 H.1E5 5180 | - 5.628 6,745 5941 4003 2,494 4,250 4,983 7.751

P2 aRBUMATERA UTARA 1RY, 110 17 .84 13,711 13 8506 14,8672 153,124 13.321 2,875 10.077 9,330 Fi,i74 17,379

3 |SUMATERA BARAT . 72,990 7,700 2,918 5,651 6,415 5.528 5,749 3,874 4 349 4,113 4,823 7,001
4 |lJaMBI 28,950 3.054 2.347 2.372 2,544 2,380 2,280 1,336 1.72= 1.632 1,912 2,975 3083
3 |RLAU o 35,260 3,720 2.359 2.889 3,069 3,153 2T 1,871 2,101 1,987- 2,330 3,624 4,830
H |BENGRULU 21,820 2.302 1,769 1.788 1,918 1.651 1,719 1,158 |- 1,300 1,230 . 1,442 2,242 3,001
7 |SUMATERA SELATAN 155,070 16,360 12.573 12,706 13,528 13,868 12.215 8,230 9,240 8,73G 10,246 15,8306 21,329
8 |BANGEKA BELITUNG 19,070 2,012 11,546 1.563 1,676 . 1,703 1,202 1,012 1,136 1Ovs |- 1,260 1,960 - 2A23
9 |LAMPUNG - . 257,790 27,197 20,901 21,122 22,655 23,053 mo._mom 13,681 153,301 14,528 |, 17,033 |- 26,4921 35,459
10 [KEP. RlAU 90 9 -7 7 8 8 . 7 2 > ) : - 6 ’ 0 13
11 |DRI JAKARTA 150 16 12 12 13 13 12 8 9 8 10 T 21
12 |BANTEN ] . 5,540 6,915 3,314 5,370 5,760 - 5,861 5,162 3,478 3,905 3,694 | .. 4331 6,735 G015
13 |JAWA BARAT : 556,010 58,660 435,080 45,558 483,364 49 723 43,7956 29,508 33,131 - 31,334 36,738 = 57,140 76476
14 [D.l. YOGYARKARTA 43,110 4,548 |. 3,495 - 3,332 3,789 3.855 3.396 2,288 1 2,569 - 2,430 2,848 4,430 5,930
15 [JAWA TENGAH 763,140 80,512 651,874 | 62,529 67,067 - 68,250 50,111 40,500] 45,473 43,007 |- 50424 78,426 104,967
16 [JAWA TIMUR 1,111,390 117,274 20,125 91,080 97.680 99,412 87,558 58,992 66,235 62,6435 . 73,447 1142361 . 152,896
17 |BALI 43,010 4,538 © 3,487 3,524 3,780 © 3.846 3,388 . 2,283 2,563 2,424 2,847 4 430 3,913
18 [KALIMANTAN BARAT i ) 34,350 3,624 2,785 2815 - 3,019 3,072 2,706 1,823 .2,047 : 1,936 2,270 03,529 4,724
19 |KALTMANTAN TENGAH . 16,720 1,764 1,356 1,37 1,469 1,495 |- 1,317 | 887 Go6 G422 1,105 1,719 2 300
20 |KALIMANTAN SELATAN 37,930 4,002 3,075 3,108 - 3,33 - 3,392 2,988 2,013 2,260 2,138 2,506 3,898 5,217
21 |[KALIMANTAN TIMUR 17,330 1.828 1,405 |, - 1,420 1,523 . 1,550 . 1,363 92Q 1,033 Q77 . 1,143 1,780 2.384
22 |KALIMANTAN UTARA ) 1,210 128 98 99 106 108 95 64 72 Y 80 195 167
23 |SULAWESI UTARA 19,030 2.008 | 1,543 1,559 1,672 |- 1,702 1,499 1,010 1,134 1,072 1,257 1,956 2,618
24 |GORONTALC 21,940 2,315 - 1,779 1,798 1,928 1,962 1,728 1,164 1,307 1,236 1,430 2,253 3,018
235 |SULAWESI TENGAH - 31,600 3,334 2,562 2,389 2,777 2,826 - 2,489 1,677 1,883 1,781 2,088 3,248 4,346
26 |SULAWESI TENGGARA 20,800 2,194 1,686 1,704 1,828 1,360 1,638 1,104 | - 1,239 1,172 1,374 2,139 2,862
27 |SULAWESI SELATAN 277,880 290,317 " 22,530 22,769 24,421 24,852 21,888 14,747 16,558 15,660 . 18,361 28,556 38,221
28 |SULAWESI BARAT . . 25,180 2.657 2.042 2,063 2,213 2,252 1,983 1,336 1.500 1,419 1,664 2,588 3,463
29 |NUSA TENGGARA BARAT . 143,720 15,163 11,653 11,776 12,631 12,853 11,321 7,627 8,564 8,099 9,496 14,769 19,768
30 |NUSA TENGGARA TIMUR 23,4490 2,473 1,800 1,921 2,060 2,096 1,846 1,244 1,397 1,321 1,546 { 2,409 3,224
31 |MALUKYU 2,650 280 215 217 233 237 209 141 | 158 149 175 272 364
32 |PAPUA 6,270 661 508 >14 5351 361 4G94 333 374 353 414 845 - B62
33 [MALUKU UTARA 610 o4 ) 49 30 54 33 48 32 36 34 40 64 . 84
34 |PAPUA BARAT : 1,220 129 Q9 100 Lo7 109 96 65 73 659 81 124 168
JUMLAH PROPINSI <,100,000 432,357 332,418 335,941 260,321 366,670 322,850 217,389 244,304 231,057 270,905 421,349 563,939




P 0

47 /Permenta/ SR, 3L

Of L2/ 2017
, o rher 2017
AL i AN B UARTLN AN
{Tan
NG PROPINSI SETAHUN JAN FEB MAR APR ! MEL JUN JUL AGS SEP ORT i NOP DES
1 ACEH - 22,040 3.212 1,803 2,253 2,371 2,049 1,545 G485 1107 1.275 1,320 2,087 2,068
2 ISUMATERA UTARA 48,740 7,103 3,987 4 932 5,244 45372 3,426 2,096 2448 2.820 2.4918 4615 4 5H9
3 |SUMATERA BARAT 27,680 4,034 2,264 m.mwc, 2978 2,574 1,946 1.18G 1,390 1,602 1.657 2,620 2,595
4 lJAMBI 13,780 2,737 1,230 1,920 2,020 1,746 1,320 303 EEX 1,087 1,124 1,775 1,760
5 |[RTAU 13,370 1,948 1,094 1,367 1,433 1.243 940 375 a72 774 801 1,263 1,253
s BENGRLULL 3.010 © 1,167 633 319 262 745 S63 344 402 463 480 75% 751
7 SUMATERA SELATAN 43,5330 6,347 3,363 4,452 4,685 4 049 3,061 1.873 2,188 2,020 2,607 4,123 4 082
8 |BANGKA BELITUNG 3,920 3571 321 401 422 364 276 169 197 227 235 370 367
9 LAMPUNG 45,130 6,580 3,693 445135 4 837 4,198 3,174 1,941 2,268 2612 2,703 4,276 4,233
10 'KEP. RIAU 20 3 2 2 2 2 1 1 1. 1 1 2 7
" 11 |DKI. JAKARTA .~ 40 ] 3 4 4 4 3 2 2 2 2 <1 4
12 IBANTEN 20,830 3,036 1,705 2,129 2,241 1,637 1.464 896 1,046 1.205 1,247 1,972 1.933
13 {JAWA BARAT 153,780 22,410 | 12,580 15,720 T 16,544 14,299 10,810 5,613 7.725 8,898 - 9,207 14,559 14,415
14 DI YOGYAKARTA 3,700 239 303 378 398 344 260 159 186 214 222 . 350 347
15 |JAwWA TENGAH 162,970 23,749 13,331 16,659 17,333 15,153 11,456 7,008 83,186 9,430 9,758 15,430 15,277
16 JJAWA TIMUR 162,420 23,659 13,286 16,603 17,474 15,102 11,418 6,984 8,159 9,398 9,725 15,377 15,225
17 IBALI ] 1,830 267 150 187 197 170 129 79 92 106 110 172 171
18 [KALIMANTAN BARAT 17.690 1,849 1,038 1,297 1,365 1,180 892 " 546 637 734 760 1,201 1,191
19 |KALIMANTAN TENGAH 4. 250 619 348 434 457 385 299 183 213 246 . 254 403 399
20 |KALIMANTAN SELATAN 7,350 1,071 601 751 791 683 317 316 369 425 440 696 £90
21 |KALIMANTAN TIMUR: 4,570 666 374 467 - 492 425 321 197 230 264 274 432 428
22  |KALIMANTAN UTARA 150 22 12 15 16 14 11 6 g 9 9 14 14
23 |SULAWESI UTARA 3,950 576 323 404 4725 367 278 170 198 229 236 . 374 370
24 1GORONTALO 1,300 189 106 133 140 121 91 56 65 75 78 124 122
25 |SULAWESI TENGAH 3,330 " 488 274 342 360 311 235 144 1568 194 201 318 315
26 |SULAWESI TENGGARA 7.190 1,048 588 735 T4 669 505 309 361 416 430 681 674
27 |SULAWESI SELATAN 41,100 5,989 3,362 4,201 4,422 3,821 -.2,889 1,767 2,065 2,378 2,461 3,891 3,834
28 {SULAWESI BARAT 2.170 316 178 222 233 202 ‘153 a3 10% 126 130 205 203
29 (NUSA TENGGARA BARAT 17,350 2,528 1,419 1,774 1,867 1,613 1,220 746 872 1.004 1,039 1,642 1,626
30 [NUSA TENGGARA TIMUR 4,820 T2 394 493 519 443 339 207 242 279 289 456 452
31 |MALUKY 200 29 i6 20 22 19 14 9 10 12 12 19 18
32 [PAPUA 2,390 348 196 244 2357 222 168 103 120 138 143 227 224
33 |MALUKU UTARA 120 17.0 10 -12.0 13.0 11.0 8.0 5.0 6.0 7.0 7.0 13 i1.¢
34 |PAPUA BARAT 220 32 i8 22 24 20 15 9 11 13 13 22 21
JUMLAH PROPINST 830,000 123,867 69,532 86,837 91,447 79,032 39,751 36,552 42,696 49,183 50,893 30,478 qovmm'wl




.f [Permentan/SE, 310/12/ 2017
1 Desember 217

ATV ARD Y N Bl 3Ty NOPER AN SANGAN

{ NG PROPING] SETARLUN Jan FES CMAR APR ME] JUN JUL AGS QEP - ORT NOP "~ DES
[ 1 JACEH . 11,4801 1,410 921 1.082 978 | . 34 GR 1 361 750 786 77O 1,176 R
2 [SUMATERA UTARA . 51,610 6,339 4,140 4 872 4,397 42000 . 4,321 2,323 3,418 3,534 3,463 5,285 3109
3 JSUMATERA BARAT 15,660 1,923 L 1,256 1,475 1.334 1,274 1,301 765 1,037 1,072 1,051 1,605 1,554
4 [JAMBI 7,940 EYER 637 - 750 676 | - 646 665 | 388 526 544 533 812 784
5 |RTAU 10,560 1,297 847 997 900 859 884 516 T G6Y9 723 709 1,082 1.047
6 - |BENGKULU - 4 720 580 376 446 T 407 384 395 231 213 .o323 | 317 482 468
7 ISUMATERA SELATAN 3,330 - 655 428 505 | - 454 434 . 446 R 353, 363 358 | . 3454 520
8 [BANGKA BELITUNG ) 2,330 | 286 187 220 - 199 190 195 lid 154 | © 160 156 © 238 R
g |LAMPUNG 17,980 2,208 1,442 | 1,687 1,532 1.463 1,505 879 1,191 | 1,231 1,208 1,842 1,784
10 |KEP. RIAL 20 2.0 2.0 2.0 2,01 2.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0

11 |DRL JAKARTA - - - - N - - - - - - A ‘
12 IBANTEXN : 1,530 188 123 14 430 125 © 128 75 101 - 103 103 156 152
13 JJAWA BARAT 70,410 8,648 5,648 6,647 5998 | 5,730 3,895 3.440 4,664 4,321 | 4,723 7,210 6,984
14 Dl YOGYAKARTA 10,000 1,228 802 042 852 214 | . 837 . 489 662 685 571 |. 1,024 | . T gon
15 [JAWA TENGAH _ 220,630 27,097 17,700 20,828 18,796 17,954 18,472 10,780 14,614 15,106 14,805 22,5095 | 21,883
16 |JAWA TIMUR 501,850 51,636 40,260 47377 | 42,734 40,839 42,017 24,521 - 33,240 34,360 33,675 51.2396 49,775
17 IBA L1 6,000 737 481 566 511 488 502 293 397 411 403 615 396
18 |KALIMANTAN BARAT . 3,470 4726 278 3281 206 282 291 170 230 238 233 354 2da
19 [KaLIMANTAN TENGAH 1,400 172 112 . 132 |. 119 114 117 68 93 96 94 144 | 136G
20 [KALIMANTAN SELATAN 1,440 | 177 116 136 123 117 121 700 - - 65 99 97 147 142
21 |KALIMANTAN TIMUR - 2,340 287 . 188 221 199 - 190 196 Lo 11al 155 160 157 EEE 237
22 |KALIMANTAN UTARA . 100 . 12 .. 8 G| E) - 8 81 . s 7 7 7 10 10
73 |SULAWESI UTARA 460 - 56 37 43 39 37| . 39 22 30 _ 32 31 48 46
24 [GORONTALQ 630 77 51 59 54 51 53 31 42 43| 47 63 62
25 |SULAWESI TENGAH 8,760 1,076 703 827 746 713 733 428 580 600 388 | 896 | 870
26 [SULAWESI TENGGARA 4,090 © 502 328 386 348 333 342 200 271 280 274 420 4086
27 {SULAWES! SELATAN 64,380 | 7,907 5,163 6,078 5,485 5,239 5,390 3,146 4,264 4,408 4,320 6,393 6,385
28 [SULAWESI BARAT ‘ 7,120 874 571 6721 - 6Q7 579 595 348 _ 472 487 478 729 707
2G |NUSA TENGGARA BARAT 15,050 1,848 1,207 1. 1,421 1,282 1,225 1 1,260 735 997 1,030 1,010 1,541 1,494
30 [NUSA TENGGARA TIMUR 1,640 201 1324 155 140 133 137 80 109 112 10| - 168 163
31 |IMALUKU 150 | . 18 12 14 13 12 13 7 10 10 10 16 i5
32 |PAPUA 330 65 | 43 50 45 43 44 26 35 36 36 ‘54 53
33 |MALUKU UTARA 250 31 -20 24 21 20 21 ] 12 17 Cav 16 26 95
34 |PAPUA BARAT 140 17 1l 13 12| _ 11 12 7 g _ 10 g 13 ia
JUMLAH PROPINS] 1,050,000 128,935 84,235 59,123 89,453 85,443 27,509 51,304 69,546 71,892 | - 70,438 107,332 104,150




PROPINS]

~NO. SETAHUN TaN FED MAR LPR ATES JUN JUL AGS 3EP ORT NOP DES
v |acEDR 49,110 5434 3,086 4847 4,395 4579 3,929 2 485 2954 - 3,108 3111 4.928 4 859 |
2 |SUMATERA UTARA 123,080 14,171 710,395 12,627 12,767 11,942 16,240 6.480 7704 3,107 8.113 12,856 12672 ]
3 |SUMATERA BARAT 59,110 5,540 4.797 5,828 5,802 5511 4,729 2,990 3.535 3,741 3,744 5,935 5,843
a4 [JAMBI 33,700 5.388 3,052 4,801 4,854 4 5] 3,890 2,464 2,920 3.083 3.085 4,880 4,813
S [RI&AU 50,080 5,541 4,064 4,037 4,092 4,669 4.006 2,534 3,012 3,170 3.172 5,028 4,955
6 |BENGKULU 28,880 3,195 2,344 2 847 2 879 2,693 2,310 1,961 1,737 1,328 1,829 2.899 2858
7 |SUMATERA SELATAN 100,590 11,130 8,164 9917 10,027 9,376 8,047 5.089 6,050 6,367 6.372 10,096 5952
8 |BANGKA BELITUNG 19,390 2,145 1,574 1912 1,933 1,808 1,551 981 1,166 1,227 1,228 1,946 1510
o |LAMPUNG ‘ 153, 140 16,044 12,429 15,098 15,265 14,278 12,251 7.748 9211 9,693 9,700 15,371 15,152
10 |KEP, RIAU 200 22 16 20 20 19 16 10 12 13 13 30 19
11 |DKI. JAKARTA 70. 8 5 7 7 7 6 4 4 4 4 7 5
12 |BANTEN 27,100 2,998 2,199 2672 2,701 2527 7,168 1,371 1,630 1.715 1717 2721 2,681
13 |JAWA BARAT 330,160 36,530 26,796 32,550 32,910 30,783 26,413 16,703 19,858 20,893 20,913 33,139 . 32,667
14 |D.L YOGYAKARTA 25,070 2774 2,035 2,472 2,459 2,337 2,006 1,268 1,508 1,587 1,588 2,516 2,480
15 |JAWA TENGAH 421,920 46,683 34,243 41,597 42,057 39 339 33,753 21,346 25,377 26,706 26,726 472,349 41,744
i6 |JAWA TIMUR 608,090 67,081 49,352 59,952 60,614 56,697 43,647 30,764 36,575 38,490 38,519 61,035 60, 164
17 (BALL 23,790 2,632 1,931 2,345 2,371 2218 1,903 1,204 1,431 1,506 1,307 2.388 | - 2.354
18 {KALIMANTAN BARAT 86,770 5,601 7.042 8,555 8,649 8,090 6,942 4,350 5,219 5,452 5,496 8,709 8,585
19 |KALIMANTAN TENGAH 34,710 3.840 2,817 3,422 3,460 3,236 2,777 1,756 2,088 2,197 2,199 3.484 3,434
20 |KALIMANTAN SELATAN 39,060 4,322 3,170 3,851 3,893 3,642 3,125 1,976 2,349 2,472 2,474 3,921 3,865
21 {KALIMANTAN TIMUR 28,590 3,163 2,320 . 2,819 2,850 2,665 2,287 1,446 1.720 1,810 1,811 2.870 72,828
22 |KALIMANTAN UTARA 3,000 332 243 296 299 280 240 152 180 190 190 301 297
23 |SULAWES] UTARA 13,090 1,448 1,062 1,291 1,305 1,220 1,047 662 787 829 829 1,314 1296
24 |GORONTALO 18,280 2,023 1,484 1,802 1,822 1,704 1,462 925 1,699 1,157 1,158 1,835 1,309
25 [SULAWESI TENGAH 30,130 3,334 2.445 2,971 3,003 2,809 2,410 1,524 1,812 1,907 1,909 3,024 2,982
26 |SULAWES]I TENGGARA 16,230 1,796 1,317 1,600 1,618 1,513 1,298 821 976 1,027 1,028 1,629 1,607
27 |SULAWESI SELATAN 112,300 12,481 9,155 11,121 11,244 10,517 5,024 5,707 6,785 7,140 7,145 11,321 11,160
28 |SULAWESI BARAT 19,490 2,156 1,582 1,922 1,943 1,817 1,559 986 1,172 1,234 | 1,235 1,956 1,928
20 INUSA TENGGARA BARAT 45,320 5014 3,678 4,468 4,517 4,226 3.626 2,293 2,726 2,869 2,871 4,549 4,483
30 |NUSA TENGGARA TIMUR 15,490 1,714 1,257 1,527 1,544 1,444 1,239 784 932 920 981 1,555 1533
31 |[MALUKU 2,730 302 2202 269 272 255 218 138 164 173 173 274 270
32 [PAPUA £,930 767 562 633 691 646 554 351 417 439 439 696 635
33 |[MALUKU UTARA 1,740 193 141 172 173 162 139 38 105 110 110 175 172
34 |PAPUA BARAT 2,160 239 175 213 215 . 201 173 109 130 137 137 217 214
JUMLAH PROPINSI 2,550.000 | 282,141 206,955 | 251,406 | 234,181 237,755 | 203,997 129,010 153,374 161,406 161,526 [ 255953 252.296



Y Desenber 20617

[ NO. PROPINS! [ sETAHUN JAN FEB VIAR AFR MEL JUN JUL AGS SEP OKT NOP DES

¢ |ACEE: 13,540 1151 630 1,479 1451 1.296 1,037 675 947 {006 1.003 1,460 1328
2 ISUMATERA LTARA 31,790 2,643 2137 3.397 3.333 2,978 2,499 1.553 2167 23:1 2,305 3.375 3 G900
3 |SUMATERA BARAT 13,920 1.325 1,070 1,701 1,659 1,491 1,252 77 1,083 1,157 1153 1,690 1.538
4 [JAMBI: 6,640 552 236 709 69 522 3272 324 43 483 451 705 64T
5 IRIAU 8,020 667 539 357 841 751 631 392 547 583 581 851 780
6. |BENGKULU 5,090 423 342 544 534 477 400 249 347 370 369 540 495
7 |SUMATERA SELATAN 15,600 1,298 1,049 1,667 1,635 1,461 1,226 762 1,063 1,134 1,131 1,636 1,518
8 {BANGKA BELITUNG 5,720 47 385 Gll 600 536 450 279 390 416 415 607 555
9 |LAMPUNG 28,420 2,365 1,911 3,036 2,979 2,662 2,234 1,388 1,937 2,066 2,050 3.017 2,765
10 |KEP. RIAU 100 8.0 7 11.0 16.0 5.0 8.0 5.0 7.0 7.0 7.0 11.0 0.0
11 |[DRL JAKARTA 100 E 7 11 10 9 3 5 7 7 7 11 10
12 |BANTEN 7.410 617 498 792 7T 504 - 583 362 505 539 537 736 720
13 |JAWA BARAT 50,290 4,184 3,381 5.373 3,272 4741 3,954 2,456 3,428 3,655 3,646 5,339 4891
14 |D.i. YOGYAEARTA 12,370 1,029 332 1,322 1,257 1,159 973 604 843 | 899 | 897 1,313 1,202
15 |JAWA TENGAH 263,330 21,909 17,703 28,135 27,605 24,668 20,703 12,861 17,951 119,140 19,691 37,957 25,607
16 |JAWA TIMUR 424,720 35,337 28,553 43 378 44 524 39,786 33.391 20,744 28,952 30,871 30,791 45 091 41,302
17 [BALL 21,800 1,814 1,466 2.329 2285 2,042 1,714 1,065 1,436 1,583 1,580 2,314 2,120
18 |KALIMANTAN BARAT 19,160 1,589 1,284 2,041 2,002 1,789 1,502 933 1,302 1,388 1,385 2.028 1.857
19 |KALIMANTAN TENGAH 2,770 230 186 296 290 259 218 135 1839 202 201 294 270
20 |KALIMANTAN SELATAN 5,830 435 392 623 511 546 458 285 397 424 423 619 567
21 |KALIMANTAN TIMUGR 1,650 137 111 176 173 155 - 130 81 112 120 120 175 160
22 |KALIMANTAN UTARA 500 43 34 53 52 47 39 24 34 37 36 53 49
23 |SULAWESI UTARA 1,830 152 123 196 192 171 144 89 125 133 133 194 178
24 |GORONTALQ 1,000 33 67 107 105 94 79 49 68 73 72 106 97
25 |SULAWESI TENGAH 4,630 385 311 495 483 434 364 226 316 337 336 492 445
26 |SULAWESI TENGGARA 5,780 481 389 618 606 541 454 282 394 420 419 614 362
27 |SULAWESI SELATAN 25,140 2,092 1,690 2,686 2,635 2,355 1,576 1,228 1714 1,827 1,823 2,660 2,445
28 [SULAWESI BARAT 1,250 104 34 134 131 117 08 61 85 91 90 133 122
20 [NUSA TENGGARA BARAT 12,880 1,072 866 1,376 1,350 1,207 1,013 629 878 936 934 1,366 1,253
30 |NUSA TENGGARA TIMUR 3,110 259 209 332 326 251 245 152 212 227 225 330 302
31 IMALUKU 600 50 40 64 63 56 47 29 41 45 43 64 B
32 IPAPUA 1,950 162 131 208 | 204 183 153 95 133 143 141 207 190
33 |MALUKU UTARA 560 55 44 71 69 62 52 32 45 48 48 70 64
34 |PAPLA BARAT 160 13 13 17 17 15 13 8 11 12 11 17 i3

JUMLAH PROPINSI 1,000,000 83,199 57,228 106,845 104,829 93,674 78,621 48,841 68,167 72,692 72,495 106,163 97,246
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